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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

UNDANG-UNDANO REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 36 TAHUN 2014 

TENTANG 

TENAGA KESEHATAN 

[ SALINAN I 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 

yang . maksimal kepada masyarakat agar masyarakat 

mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, 

d3.Il kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai 

investasi bagi pembangunan sumber daya manusia 

yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai 

salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus 

diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai 

pelayanan kesehatan kepada selurun masyarakat 

melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang 

menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

masyarakat secara terarah, terpadu dan 

berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, 

berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat; 

c. bohwa .. . 

Kumpu/an Peraturan p d 
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c. bahwa penyelenggaraan upaya kesehata.n /lPJl..i.l:i 

dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bert.:mg,TJ !:?, 

jawab, yang memiliki etik dan moral yang tir4'.,gi, 
keahlian, dan kewenangan yang secara ten.is m.ene!"",..t~ 

harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan d.:m 
pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, regi.!3tr:..i,i, 
perizinan, serta pembinaan, pengawa:y,...n, d.:::n 
pemantauan agar penyelenggaraan upaya keseha.tar. 
memenuhi rasa keadilan dan perikemanusia.an serta 
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetabuan darJ 
teknologi kesehatan; 

d. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesthata:, 
setiap individu dan masyarakat, untuk memeratakan 
pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, dar. 
untuk memberikan pelindungan serta kepastian 
hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat 
penerima upaya pelayanan kesehatan, perlu 
pengaturan mengenai tenaga kesehatan terkait dengan 

per:encanaan kebutuhan, pengadaan, pendaya.gunaan, 
pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga ke.seh.atan; 

e. bahwa ketentuan mengenai tenaga kesehatan ma.sin 
tersebar dalam berbagai peraturan perundang­
undangan dan belum menampung kebutuhan hulc.ur: 
masyarakat sehingga perlu dibentuk undang-und.ang 
tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara 

komprehensif; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 
dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang 
ten tang Tenaga Kesehatan; 

l. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 
34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repub1:r. 
_IndQni: sia Tahun 1945; 

2. Undang-U:1da.rig · · · 

<umnul;,n Peraturan Perundang-undangan tentang Sumber Daya Manus,a Kesehatari · TahaP 
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2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 · tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TENAGA KESEHATAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dirnaksud dengan: 
1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang 

mengabdikan dir_i dalam bidang kesehatan serta 
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui 
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis 
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan 

upaya kesehatan. 

2. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang 
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta 
memiliki pengctahuan dan/ atau keterampilan melalui 
pendidikan bidang keschatan di bawah jenjang 
Diploma Tiga. 

3. Fasilitas Pelayanan Kcsehatan adalah suatu alal 
dan/ atau tempat yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 
promotif, preventif, kuratif, muupun rehabilitntif yung 
dilukukun oleh Pcmerintah, Pcmerintah Duernh, 
dan/atuu musyarnkat. 

4. Upnyu . . . 

Kwnpula11 Porntum11 Porrmclllnu•uml1111utm lunl1111!J S11m1Jo1 DHy11 Mwwsln Kesellntm, • Tahap II E 3 
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4 _ Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau 
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, 
terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara 
dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan 
kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan 
kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. 

5. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki 
seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional 
untuk dapat menjalankan praktik. 

6. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran 
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik 
pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan 
pendidikan tinggi bidang Kesehatan. 

7. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan 
terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat 
menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus 
uji Kompetensi. 

8. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk 
melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan 
pendidikan profesi. 

9. Registrasi adalah pen ca ta tan resmi terhadap Tenaga 
Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi 
atau Sertifikat Profesi dan telah rnernpunyai kualifikasi 
tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara 
h 1 1l :u m untuk menjalankan praktik. 

1 fl C• 

I , 

.,nda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR 
:·,ukti tertulis yang diberikan oleh konsil 

· · •,.\~.ing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga 
· '· ' ·r,mg telah diregistrasi. 

11 . Sura t ·. · · 

.. TahBP // 
"'1 un,Jnnao11 lentang Sumber Daya Manusia Keseh3: 
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12. Standar Profesi ada lah botaimn kcrriompuan mi11irn;.ll 

berupa pcngetahuan , keterampilan , don peri lakv 

profesional yang harus dikw:rna i clan dimiliki ol,;h 

seorang individu untuk dapal melakukan kegiaw n 
profesionalnya pada masyarakat secara ma ndiri yang 

dibuat oleh organisasi profesi bldang kesehat..an . 

13. Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman ya ng d iikuti 

oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan 

kesehatan. 

14. Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat 
instruksi/langkah-langkah yang dibakukan un tu k 
menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan 

memberikan langkah yang benar dan terbaik 
berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan 

berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat 

oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan 

Standar Profesi. 

15 . Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah lcmbaga 

ya ng melaksanakan tugas secara independen yang 

terdiri a tas konsil masing-masing tenaga kesehata n . 

16. Organisasi Profesi adalah wada h u n tuk berhimpun 

tenaga kcseha tan ya ng seprofesi. 

17. Kolegium mas ing-masing Tenaga Kesehata n a dalah 
bud an yang dibe n luk olch Orgrrnisasi Profes1 Lmtuk 

setiap cabang d1siplin dmu kesehatan yang berl\lgo -i 

mengampu dim meningkutkan mutu pendid1kun 

en ba ng d1siplin ilmu tersebt1t . 

I ti , l-\-1,t>nmu 

/< ,1mr~utan Poraluran f'erumJc,nu 1J11lfafl1Jt1fl /unt11no &11111l1t11 n11yt1 Mw111s11, /'..rJ,si'lfJ.,tan • /,1hap II 5 
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18. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang 
yang melakukan konsultasi tentang kesehatan untuk 
memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan , 
baik secara langsung maupun tidak langsung kepada 
tenaga kesehatan. 

19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

20. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Wali 
Kota serta perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerin tahan. 

21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kesehatan. 

Pasal 2 

Undang-Undang ini berasaskan: 

a . Perikemanusiaan; 

b. manfaat; 

c. pemerataan; 

d. etika dan profesionalitas; 

e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban; 
f. keadilan; 

g. pengabdian; 

h. norma agama; dan 

i. pelindungan. 

Pasal 3 . 

Kumpu/an Peraturan Perundang-undangan tenlang Sumber Daya Manusia Kesehatan • 
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Pasal 3 

Undang-Undang ini bertujuan untuk: 

a . rnernenuhi kebutuhan rnasyarakat akan Tenaga 
Kesehatan; 

b. mendayagunakan Tenaga Kesehatan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat; 

c. memberikan pelindungan kepada masyarakat dalam 
menerima penyelenggaraan Upaya Kesehatan; 

d . mempertahankan dan meningkatkan mutu 
penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang diberikan oleh 
Tenaga Kesehatan; dan 

e. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan 
Tenaga Kesehatan. 

BAB II 

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH 
DAN PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 4 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab 
terhadap: 

a. pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan 
mutu Tenaga Kesehatan; 

b. perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga 
Kesehatan sesuai dengan kebutuhan; dan 

c. pelindunga n kepada Tenaga Kesehatan dalam 
menjalankan praktik. 

Pnsnl 5 . . . 
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nt1 tilt,11itl; 

h , merr.r1cirnuktm lrn l,1Uu l1i111 ' l'r.liul{.H l<ci4ehutu.1'1; 

c , mr.l1:1k1.1la,n pt.11g11d,~1u1 Ttr1Hf:!1t Kt:l'lthutun; 

d . mtindny,~v.1-HwkAn 'f'r.11f1f$t, l<cMh1ttu11; 

e, rntmblrrn, mfinft.(1wr,ol 1 tlHn moriingkuUum mutu Tenagu 

KettthOl.ll n rnnlf1h,1l pclftkbu nuun kcglnt.rn sertifikusi 

Kompet.tir1t1i dim ptdu.knunulrn ffoglotruui Tenaga 

I< ei1t:hn tt, r1; 

f. melt1ktt110·1ukt1n ket:ju sumo, balk dulurn neged rnaupun 
luur negr.ri di bidunrt. 'f'c::nu~1;1 Kt:Pie hub.111; d1:1n 

11,. ment:ll1pkftn kcbljukun yung berkcdtun dengan 'fcnug.a 

Kt!jt:;hatun y1;rnB 1.1kt1tn melakukan pekerjaun a.tau 

prakllk di luur ncgcri dan 'rcnuga Kesehatan warga 
negara ,u1ing yung ukfln rnelukukan pekez:jua n atau 

pruktik di lndonesia. 

Pu~al 6 

Di,,J lo rn mcJakaa nukan tanggung jawa bnya , pemerintah 

c.lacnth provim1I berwenang untuk: 

u. mc:netu.pk,rn kebijakan Tenaga Kcsehala n selarafl 

clcngan ktiblJukan pcmbangunan nasional; 

b. mch,_1ks1mukan kt!bijulrnn Tenaga l<e8ehatan; 

<:. rncn:m _:urwkun ke butuh1crn Tc:nuga Kesehatan; 

d . rn<: lukuku11 pcngadaun Tenaga Keschatan; 

e. mclukukl:ln · · · 

1 
,,,n • TahBP If 
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e. melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, 
pemanfaatan dan pengembangan; 

f. membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga 
Kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan 
pelaksanaan praktik Tenaga Kesehatan; dan · 

g. melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang 
Tenaga Kesehatan. 

Pasal 7 

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah 
daerah kabupaten/kota berwenang untuk: 
a. menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras 

dengan kebijakan nasional dan provinsi; 
b. melaksanakan kebijakan Tenaga Kesehatan; 
c. merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan; 
d . melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan; 
e. melakukan pendayagunaan melalui pemerataan , 

pemanfaatan, dan pengembangan; 

f. membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga 
Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan perizinan 
Tenaga Kesehatan; dan 

g. melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang 
Tenaga Kesehatan. 

BAB III 

KUALIF'lKASI DAN PENGELOMPOKAN TENAGA KESEHATAN 

Pasal8 

Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas: 
u . Tenaga Kcsehatan; dan 

b. Asis ten . . . 

Kumpulan Paraturon Ponmdong-ur1dangnn ltu1/a11g S11mbor Daya Manus/a Kesohalan - Tahap II 9 
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b. Asisten Tenaga Kesehatan. 

Pasal 9 

(1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 huruf a harus memiliki kualifikasi minimum Diploma 

Tiga, kecuali tenaga medis. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi minimum 
Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dengan Pcraturan Menteri. 

Pasal 10 

(1) Asistcn Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 huruf b harus memiliki kualifikasi 

minimum pcndidikan menengah di bidang kesehatan. 

(2) Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hanya dapat bekerja di bawah supervisi 

Tenaga Kesehatan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengcnai Asisten Tenaga 
Kcsehatan diatur dengan Pcraturan Menteri. 

Pasal 11 

(I) Tenaga Kesehatan dikclompokkan ke dalarn: 

a. tenaga medis; 

b. Lenaga psikologi klinis; 

<.. lenaga keperawalan; 

c.l . tcnaga kcbidunau; 

c. tcnul(u kclurmusian; 

f. lt" 11 u ~11 kcNehutun mosynrakut; 

g. tenagn . . • 

. K t, ntan - To/JIii' // ,, 111,µ11/an Pur,1 /1 11 t1 11 PL 11111cluny-1111dn11gw1 /fln/nng S11mbor Oeyn Manusm ese ' 
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g. tenaga kesehatan lingkungan; 
h . tenaga gizi; 

i. tenaga keterapian fisik; 
j. tenaga keteknisian medis; 

k. tenaga teknik biomedika; 

l. tenaga kesehatan tradisional; dan 
m. tenaga kesehatan lain. 

(2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam 
kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter 
spesialis, dan dokter gigi spesialis. 

(3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam 
kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah psikologi klinis. 

(4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam 
kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c terdiri atas berbagai jenis 
perawat. 

(5) Jenis Tenaga Kesehatan yang tennasuk dalam 
kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d adalah bidan. 

(6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam 
kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga 
teknis kefarmasian. 

(7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam 
kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri a tas epidemiolog 
kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu 
perilaku, pembimbing kesehatan kerja, . tenaga 
administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga 
biostatistik dan kependudukan, ser ta tenaga kesehalan 
rcproduksi dan keluarga. 

(8) Jenis . . ·. 

Kumpulan Peraturan Perundang-11ndangan /en/ar,g Sumbor D11ya Mnnusia Kosehatan • Tahap II ( ___ 1_1 
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(8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam 

kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas tenaga 

sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan 

mikrobiolog kesehatan. 

(9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam 

kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) huruf h terdiri atas nutrisionis dan dietisien. 

(10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam 

kelompok tenaga keterapian fisik sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf i terdiri atas fisioterapis, 

okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur. 

(11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam 

kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas perekam 

medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, 

teknisi pelayanan darah, refraksionis 

optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, 

terapis gigi dan mulut, dan audiologis. 

(12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam 

kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas radiografer, 

elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, 

fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik. 

(13) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam 

kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas tenaga 

kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan 

tradisional keterampilan. 

(14) Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal 12 . .. 

12 ~ Kumpu/an Peraturan Perundang-undangan tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan - Tahap 
11 

◄ 

DITJE
N	N

AKES



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 13 -

Pasal 12 

Dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di bidang kesehatan serta kebutuhan pelayanan 
kesehatan, Menteri dapat menetapkan jenis Tenaga 
Kesehatan lain dalam setiap kelompok sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 . 

BAB IV 

PERENCANAAN,PENGADAAN,DANPENDAYAGUNAAN 

Bagian Kesatu 

Perencanaan 

Pasal 13 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi 
kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, 
maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin 
keberlangsungan pembangunan kesehatan. · 

Pasal 14 

(1) Menteri menetapkan 
perencanaan Tenaga 
memenuhi kebutuhan 
nasional. 

kebijakan dan menyusun 
Kesehatan dalam rangka 
Tenaga Kesehatan secara 

(2) Pcrencnnaan . . . 

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan tentong Sumber Daya Munusia Kesehatan • Tahap II C. 13 
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(2) Perencanaan Tenaga Kesehatan se bagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang 

berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan 
kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan Upaya 

Kesehatan. 

(3) Ketersediaan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan melalui pemetaan Tenaga 

Kesehatan. 

Pasal 15 

Menteri dalam menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan 
harus memperhatikan faktor: 

a. jenis, kualifikasi, jurnlah, pengadaan, dan distribusi 
Tenaga Kesehatan; 

b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan; 

c. ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

d. kemampuan pembiayaan; 

e. kondisi geografis dan sosia l budaya; dan 

f . kebutuhan masyarakat. 

Pasal 16 

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Tenaga 
Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Kedua 

Pengadaan 

Pasal 17 

(1) Pengadaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai 
dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga 
Keseh atan. 

(2) Pengadaan .. . 

14 ~ Kumpulan Peraturan Perundang-undangan tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan - TahaP II 
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(2) Pengadaan Tenaga Kescha:.an d ~: a ,c:u kar. me:alu. 
pend:d ikan tinggi bidang kesehatan. 

(3 ) Pendici ika., tinggi bidang kesehatan sebaga. .. _.-nana 
dimaksud pac!a ayat (2 ) ciarahkan un ::uk 
rr.enghasilkan Tenaga Kese:1.atan yang :xrmutu sesi..ai 
dengan Standar Profesi dan Standar Pe!ayanan Profes:. 

(4 ) Pendidikan tinggi oidang 
dimaksi..:d pada aya: (3 ) 
memperhatikan: 

kesehatan sebagaimana 
diselenggarakan dengar. 

a . keseimbangan antara kebutuhan penyelengga.-aan 
Upaya Kesehatan dan dinamika kesempatan kerja , 
baik di dalam nege:i maupun di luar n egeri; 

b. keseimbangan antara kemampuan produksi Tenaga 
Kesehatan dan sumber daya yang tersedia; dan 

c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknolog:. 

(5) Pl nyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksi..:.c! 
pada ayat (3 ) dilaksanakan oleh Pemenntah dan / atau 
masyarakat sesuai dengan ketentuan Peratura:1 
Perundang-undangan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Tenaga 
Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerint.ah . 

Pasal 18 

( lJ Pendidikan tinggi bidang ke£ehata:-i diselenggaraka., 
berdasarkan izin scsuai dengan kete ntuan Pennuran 
Perundang-undangan. 

(7.) lzin sebaga1mana dima ksud pnda ayn t (l ) d 1be:-1kan 
:.etcl11h m c ncla patka n reko:11er.d <1s , dan Mt:n te ri 

(3) Pem ban,urn tckr11& pcnd1d1k,rn tingg1 b1dang kcseh.Hnn 
d il.1tku lrnn okh Mrnle n 

(4) Pembinuan ukudern,k p-rnd1d 1k.in linu1 
kt!leh &UHl ll lli..kuK<1 1. ok li mc-nt('n 
m e riydcniuiu ruku r, urU'>ur p~mr r inl~\h,111 d 1 
Pf" rid 1d 1 .<.u, , 

b.d,111..; 

\ 11111 

b1J ,m~ 

(~•) Oulolm 

I 
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(5) Dalam peny1-1;nin1rn lrndlmh1n1 11JJ 11iliilil1rrn Tl,fl lftl/1 

Keselrnfl:ln, peny11 1<111ggo:1r.:1 pr;i111id1l, ~111 111111~1 l1irl1111 1!, 

kesehalan lrnrw1 111dng~w 11 11eidr~ H1 ~11 1d~1, Nt:t ~l1111,.I 

Pendldilrnn Tinggi _v t.111g di1.,:1 1r.1ph1::111 1d1:l1 1111J 111 ,., , I yi,11115 

rnenyelttnggarnlrnn mws,111 p1:1r1,11 i1111:1ltr:111 Iii l1id ~1111-1 

pendidilrnn darn lir. rkuon linat1I d o 11 1,t1:111 M r-1 1 ti 1:l'i , 

(6) Ponytllengg1:11·1:.11:n, pr-ndidilurn 1i11g1,1i 1·iid i:1 111.5 l11,1:j11 l1c:1 l1:1 11 

sebagairnana cllmalca 11d 111:1rla i:1y r:1 I (I), t!Yi:11 f'..l l, u_yµI Ii i/, 
ayat (' IL clan ayt:tl (Fi) rl1ltd,1:jrw t.dti:l11 ,.;11is11u i dri111i tJ 11 

ketentuan peral.un:111 pr.n md1:111g-1111d1:111 1:(t:111 . 

Pasal 19 

(1) Dalam ranglrn prmj1:1min1rn 11,11111 l1i111b1:111 , 

penyelenggc;1rn penclidikan I i11ggi l1id1:111 ij ltii tin /1 1:1 1 t111 

hanya dapat. meneriina mft h1:1 tl ie;w1:1 ;;nl:j111:1i dn1q~t4il 

kuota nusional. 

(2) Ketent.uan rnengena! kuot1:1 111:1!lin111:1 I p n 11 r, rl 1111.11J 11 

mahasiswa diatur cleng~m li1i r 1,1 t11 n :111 MHlll "" li Y<l ll li! 

menyelenggaralcan musan blflrrn!-( pr 11dldll< u11 r, r lr l1o1 l1 

berkoordlnasi deng1:tr1 Menrr-rl. 

Paaal ?.O 

(1) Penyelenggaraan pendldikan t.inggl bld 1:1 11g l!t1 F1 r'111d 11 11 

harus mernenuh! Stand1:1r Ni:1t1lo1111I Pcrn(lldil<un 'f'r- 1111t,!J1 

Kesehatan . 

(2) Standar Nasionfil Ptincl!dllrn n ' f'r:1111j-iu 1,.,,,,.. 11 L,L1111 

:iebagairnana dim1:ilrnud p1-1d1-1 uyr~t (I) rnrnl-'.11(•11 P'" "' 

Standar Ntwlonal Pt:ndldllmn Ti11gAI, 

I ''"1/! II Kump11/11n Pninl11ra,1 Pern11c/£1110-1111rl t=m!}fl11 /1111/,111u .'l11m/J,11 D 11 y1; M111,111j/11 !<111111l111l1111 
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(3) Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara 

bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kesehatan, 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan, asosiasi institusi 

pendidikan, dan Organisasi Profesi. 

(4) Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang pendidikan. 

Pasal 21 

(1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa 

pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji 

Kompetensi secara nasional. 

(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama 

dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau 

lembaga sertifikasi yang terakreditasi. 

(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan 

yang memenuhi standar kompetensi kerja. 

(4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil 

masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh 

Menteri. 

(5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dima ksud 

pada aya t (1) yang lulus Uji Kompetensi mem perokh 

Sertifika l Kompelensi yung diterbitk.:ni oleh Pergu runn 

Tini<Ki, 

{b ) MRhasiswa . .. 

Kumpulan Pc,ra/uran PeruncJang-ur,dBngon /on/ang Swnbor Daya Mnnusla Kesehalan · Tahap II L 17 
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(6) Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh 
Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan 

Tinggi. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendidikan. 

Bagian Ketiga 

Pendayagunaan 

Pasal 22 

(1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dilak .... ~cu, v•'-u 

PemeriI\tah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat 

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing 

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang­

Undangan. 

(2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

terdiri atas pendayagunaan Tenaga Kesehatan di dalam 
negeri dan luar negeri. 

(3) Pendayagunaan Tenaga 
dimaksud pada ayat 

Kesehatan sebagaimana 

(1) dilakukan dengan 

memperhatikan aspek pemerataan, pemanfaatan, dan 

pengem bangan. 

Pasal 23 

( l) Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan 

pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah waj ib 

melakukan penempa tan Tenaga Keseha tan scte lfl h 

mcla lu i proses seleksi. 

(2) Penempatun . . . 

18 ~ Kumpu/an Peraturan Perundsng-undangun tenta11g Sumber Daya Manus,a Kesehatan - Tahap /, 
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(2) Penempatan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilaksanakan dengan cara: 

a . pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil; 
b. pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja; atau 

c. penugasan khusus. 

(3) Selain penempatan Tenaga Kesehatan dengan cara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah 
dapat menempatkan Tenaga Kesehatan melalui 
pengangkatan sebagai anggota TNI/POLRI. 

(4) Pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah . dengan perjanjian kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta 
penempatan melalui pengangkatan sebagai anggota 
TNI/POLRI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan. 

(5) Penempatan Tenaga Kesehatan melalui penugasan 
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
dilakukan dengan penempatan dokter pascainternsip, 
residen senior, pascapendidikan spesialis dengan 
ikatan dinas, dan tenaga kesehatan lainnya. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dengan 
penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Pasal24 

(1) Penempatan Tenaga Kesehatan dilakukan dengan tetap 
rnemperhatikan pemanfaatan dan pengembangan 
Tenaga Kesehatan. 

(2) Penempatan .. . 

'' umpulan Peraturan Perondang-undangan tentang Sumlwr Daya Manusia Kesehatan - Tahap II C 19 
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(2) Penempatan Tenaga KesehA.ta.n sebagalmana dim&k::,utj 
pada ayat (1) dilakukan melalui st:leksi, 

Pasal25 

(1) Pemerintah dalam memeratakan penyebaran Tt-:nn~ 
Kesehatan sesuai dengan kebutuhan m.asyarakat rj~f)[1 l 

mewajibkan Tenaga Kesehatan lulusan dari paguru.ar, 
tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerin t:a.h unt1iv. 

mengikuti seleksi penempatan , 

(2) Selain Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud p;;_da 
ayat (1), seleksi penempatan dapat diikuti 0kh Ten~-i 
Kesehatan lulusan perguruan t inggi 1/:;n17, 

diselenggarakan oleh masyarakat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penemp.at.an TerW-/lJ, 
Kesehatan diatur dengan Peraturan Pem.erintah, 

Pasal26 

(1) Tenaga Kesehatan yang telah ditempatkan di .F::rnilit:,') 
Pelayanan Kesehatan wajib melaki;anakan tug_as St"lu.a i 

dengan Kompetensi dan kewenangannya. 

(2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Keseha tan Rebagairr..:i na 
dimaksud pada ayat (l) dan/atau k.cpa la daer~h yanv, 
membawahi Fasilitas Pelayarnrn Kcsehatan h,i ru ', 

mempertimbangkan pcrncmuhan kebutuhan sandang, 

pangan, papan, dan lokasi, fierta keam~nan Jan 
keselamatan kerja Tenaga Kesehatan se~ua i dt!nWlTI 

ketentuan Pera tu ran Perundang-Undang,an . 

fo/JB(i fl 
Kumpulan Pomlumn PoruruJ1,ng-1t11danoor, ltJnlanu Sum/JtJr Uoyu M,,numa i<v 6r1hulur, 
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Pasal 27 

(1) Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah dapat dipindahtugaskan 

antarprovinsi, antarkabupaten, atau antarkota karena 

alasan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan 

dan/ atau promosi. 

(2) Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal 

perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah 

kesehatan memperoleh hak kenaikan pangkat istimewa 

dan pelindungan dalam pelaksanaan tugas. 

(3) Dalam hal terjadi kekosongan Tenaga K_esehatan, 

Pemerintah atau Pemerin tah Daerah wajib 

menyediakan Tenaga Kesehatan pengganti untuk 

menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan pada 

fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtugasan 

Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) dan Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah 

tertinggal perbatasan dan kepulauan serta daerah 

bermasalah kesehatan sebagaimana dimaksud ?ada 

ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 28 

(1) Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat 

memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Tenaga 

Kesehatan yang memen uhi kualifikasi akademik dan 

Kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga 

Kesehatan di daerah khusus di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

(2) Pemerin tah : .. 

Kumpu/an Peraturan Perundang-undangan tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan - Tahap II c 21 
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(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan 
tunjangan khusus kepada Tenaga Kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah di daerah khusus berhak 
mendapatkan fasilitas tempat tinggal atau rumah 
dinas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagai 
Tenaga Kesehatan dalam keadaan tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal29 

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat 
menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Tenaga 

Kesehatan untuk memenuhi kepentingan 

pembangunan kesehatan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi 

calon Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 30 

(1) Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk 
meningkatkan mutu dan karier Tenaga Kesehatan. 

(2) Pengembangan Tenaga Kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan 

dan pelatihan serta kesinambungan dalam 

menjalankan praktik. 

(3 ) Dalam • • • 

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan tantang Sumber Daya Manusia Kesehatan - TahBP 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Ayat{l) 

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah suatu 
kondisi tidal< adanya Tenaga Kesehatan yang memiliki 
kewenangan untuk melakukan tindakan pelayanan 
kesehatan yang dibutuhkan serta tidak dimungkinkan 
untuk dirujuk. 

Tenaga Kesehatan yang dapat memberikan pelayanan di 
luar kewenangannya, antara·Jain adalah: 

a. perawat atau bidan yang member*an pelayanan 
kedokteran dan/ atau kefarmasian dalam batas 
tertentu; atau" 

b. tenaga teknis kefarmasian yang memberikan 
pelayanan kefarmasian yang menjadi kewenangan 

r 
apoteker dalam batas tertentu. 

Ayat (2) 

Cukupjelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal65 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan dalam 
ketentuan ini, antara lain adalah perawat, bidan, pena ta 
anestesi, tenaga keterapian fisik, dan keteknisian medis. 

Aya t (2) . . . 

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan - Tahap II E__ 73 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Ayat (1) 

Pada prinsipnya yang berhak rnernberikan persetujuan 
adalah penerirna pelayanan kesehatan yang 
bersangkutan. Apabila penerima pelayanan kesehatan 
tidak kornpeten atau berada di bawah pengampuan 

(under curatele), persetujuan atau penolakan tindakan 

pelayanan kesehatan dapat di berikan oleh keluarga 
terdekat, antara lain suarni/istri, ayah/ibu kandung, 

anak kandung, atau saudara kandung yang telah 

dewasa. 

Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan 

nyawa Penerima Pelayanan Kesehatan, tidak diperlukan 

persetujuan. Namun, setelah Penerima Pelayanan 

Kesehatan sadar atau dalam kondisi yang sudah 

memungkinkan segera diberi penjelasan. 

d 1 h anak­
Da lam h al Penerima Pelayanan Kesehatan a a a 

. d 'berlkan 
anak a l::i.u orang yang tidak sadar, penJelasan 1 

kcp- , · lceluarganya atau yang mengantar. 

Apabila • · · . 

Kum I p · Kt: pu an eraturan Pfm •ndang-undangan tentang Sumber Daya ManLJS/a 

-re hap// 
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Apabila tidak ada yang mengantar dan tidak ada 

keluarganya, sedangkan tindakan pelayanan kesehatan 

harus diberikan, penjelasan diberikan kepada anak yang 

bersangkutan atau pada kesempatan pertama saat 

Penerima Pelayanan Kesehatan telah sadar. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cu'rupjelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang d imaksud dengan "program Pemerintah" adalah 

program yang merupakan keharusan untuk 

dilaksanakan, antara lain imunisasi dan upaya lain 

dalam rangka pengendalian penyakit menular, serta 

penanganan bencana, termasuk wabah dan kejadian luar 

biasa serta kegiatan surveilans . 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pusal 70 . . . 
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P,1.sal 70 

Cukup jclas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

Pasa1 78 

Cukup jelas. 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

P R E SIDE N 
REPUBLIK INDONESIA 

- 2] -
~ ~o.J • 

Pnsal 81 . . . 
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Pasal 8 1 

Cukup jelas . 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

Pasal84 

Cukup jelas. 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

Pasal 86 

Cukup jelas. 

Pasal87 

Cukup jelas. 

Pasal 88 

Cukup jelas. 

Pasal 89 

Cukup jela s . 

P&sal 90 

Cukup jelas. 

Pam,! 9 l 

Cukup JcluH. 

PRESID E N 
REPUBLIK INDON E SIA 

- 24 -

PQ6UI 92 . .. 

lwmputan Peraturan Perundang-undangan tontang Sumber Daya Manusia Kasehatan • Tahap II C. 77 

DITJE
N	N

AKES



78 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

Pasal 93 

Cukup jelas. 

Pasal 94 

Cukup jelas. 

Pasal 95 

Cukup jelas. 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 25 -
- wV 
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LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.13, 2017 

Menimbang 

J.f,r;ngingat 

KESRA. Dokter Spesialis. Wajib Kerja. 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG 

WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. b~ hwa dalam rangka peningkatan akses dan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 

spesialistik, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter 

spesialis di seluruh Republik Indonesia; 

b. bahwa upaya pemerataan dokter spesialis dilakukan 

melalui wajib kerja dokter spesialis sebagai bentuk 

pengabdian kepada negara guna meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan; 

c. bahwa herdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan 

Peraturan Presiden tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis; 

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 443 1) ; 

3 . Unclang-Uncla ng Nomor 44 Tahun 2009 ten tan g Rumah 

K Sa.kit (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
umpu/an p 

eraturan Perund L 
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Menetapkan 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

4 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5434); 

6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

tentang 

Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali dinbah terak.hir d , .;ga;1. Unclang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN PRESIDEN TENTANG WAJIB KERJA DOKTER 

SPESIALIS. 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1. Wajib Kerja Dokter Spesialis adalah penempatan dokter 

spesialis di rumah sakit milik pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. 

80 ~ Kumpulan Peraturan Perundang-undangan tentang $umber Daya Manusia Kesehatan - Tahap 11 
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2. Rumah Sak.it adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat 

inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

BAB II 

PERENCANAAN 

Pasal 2 

(1) Menteri menetapkan kebijakan dan menyusun 

perencanaan kebutuhan dan distribusi dokter spesialis 

secara nasional. 

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan bagian dari perencanaan kebutuhan tenaga 

kesehatan secara nasional. 

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun secara berjenjang mulai dari Rumah Sak.it, 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah 

provinsi, dan Pemerintah Pusat berdasarkan ketersediaan 

dan kebutuhan dokter spesialis . 

(4) Ketersediaan dan kebutuhan dokter spesialis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilalrukan melalui 

pemetaan dokter spesialis . 

(5) Pemetaan dokter spesialis sebagaimana dimalrnud pada 

aya t: (4) menghasilkru1 da ta kebutuha.n dokter s pesialis 

bcrclasarkan jumla h, jenis cla n distribusi. 
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(6) 

-4-

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 

memperhatikan: 

a. jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi 

tenaga kesehatan; 

b. penyelenggaraan upaya kesehatan; 

c. ketersediaan Rumah Sakit; 

d. kemampuan pembiayaan; 

e. kondisi geografis dan sosial budaya; dan 

f. kebutuhan masyarakat. 

Pasal 3 

(1) Bupati/Walikota mengajukan usulan kebutuhan dokter 

spesialis kepada Gubemur melalui dinas kesehatan 

provinsi berdasarkan perencanaan kebutuhan tenaga 

kesehatan kabupaten/kota. 

(2) Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengajukan usulan kebutuhan dokter spesialis di 

wilayahnya kepada Menteri berdasarkan perencanaan 

kebutuhan tenaga kesehatan provinsi. 

(3) Menteri menetapkan alokasi penempatan dokter spesialis 

setelah dilakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) . 

Pasal 4 

Gubemur dan/atau Bupati/Walikota yang mengusulkan 

kebutuhan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 bertanggung jawab menyediakan sarana, prasarana, 

dan peralatan spesialistik di Rumah Sakit yang akan 

digunakan dalam rangka mendukung pemberian pelayanan 

kesehatan spesialistik. 

BAB III 

PENGADAAN 

Pasal 5 

( l) Pengadaan doktcr spesialis dilaksanal<an sesuai dengan 

perencanaan clan pendayagunaan dokter spesialis. 
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(2) Pengadaan dokter spesialis dilakukan melalui pendidikan 

profesi program dokter spesialis . 

Pasal 6 

Pemerintah Pusat menyelenggarakan pendidikan profesi 

program dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 7 

(1) Setiap dokter spesialis lulusan pendidikan profesi 

program dokter spesialis dari perguruan tinggi negeri di 

dalam negeri dan perguruan tinggi di luar negeri wajib 

mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis. 

(2) Dalam rangka Wajib Kerja Dokter Spesialis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), setiap institusi pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan profesi program dokter 

spesialis bertugas: 

a. menyiapkan mahasiswa program d_okter spesialis 

yang akan menjadi peserta Wajib Kerja Dokter 

Spesialis; 

b . melakukan koordinasi dengan kolegium dan 

organisasi profesi mengenai jumlah lulusan dokter 

spesialis ; dan 

c . menyampaikan laporan kepada Menteri dan m enteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pendidikan tinggi terkait jumlah lulusan 

dokter spesialis, beserta sumber pendanaannya. 

(3) Mahasiswa program dokter spesialis seba gaim a na 

dimaksud pada aya t (2) huruf a terdiri atas: 

a. mahasiswa m andiri; dan 

b . mahasiswa penerima beasiswa dan/atau program 

bantu an biaya pendidikan. 

(4 ) Ma hasiswa mandiri sebagaimono d imuksu <l pudu nyat (3) 

huruf n incru pukon muhusiswu progrnm cloktcr spesialis. 

p11d 11 p1; rKt tr11 n n t illf.(1'ti 11t·~t·rl di dnl11 111 ncgeri, yang t idak 

1111:11d11 p11 t bc111ti 1-1w11 d 1111/ n l11 11 progrnm ban tua n biaya 

pendidilrn 11 durl Pemcrintnh Pusat atau Pemerintah 

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan - Tahap II C, 83 
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Daerah. 

(5) Mahasiswa penerima beasiswa dan/ atau program 
bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf b merupakan mahasiswa program dokter 

spesialis, pada perguruan tinggi negeri di dalam negeri 

maupun perguruan tinggi di luar negeri, yang mendapat 

beasiswa dan/ atau program bantuan biaya pendidikan 

baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 

Pasal 8 

(1) Setiap mahasiswa program dokter spesialis harus 

membuat surat pernyataan akan mengikuti Wajib Kerja 

Dokter Spesialis. 

(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat pada awal pendidikan. 

BAB IV 

PENDAYAGUNAAN 

Pasal 9 

(1) Pendayagunaan dokter spesialis dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas pendayagunaan dokter spesialis lulusan 

dalam negeri dan luar negeri. 

(3) Pendayagunaan dokter spesialis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek 

pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan. 

Pasal 10 

Dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis, Pemerintah 

Pusat melakukan penempatan dokter spesialis sebagai salah 

Hutu upaya pemerataan pelayanan kesehatan dan pemenuhan 

kebutuhan pclayanan kesehatan kepada masyarakat. 

84 ~ Kumpulan Peraturan Perundang-undangan tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan - Tahap 
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Pasn l 11 

t l) Mcnteri mcnempatkan dokter s pesial is hcrdasarkan 

alokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 

3 ayat (3). 

(2) Dalam hal di suatu daerah masih terdapat kebutuhan 

setelal1 dilakukannya penempatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menempatkan 

peserta Wajib Kerja Dokter SpesiaJis di daerah tersebut 

setelah dilakukan verifikasi. 

Pasal 12 

(1) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis terdiri atas: 

a. peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri; dan 

b. peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima 

beasiswa dan/ atau program bantuan biaya 

pendidikan. 

(2) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 

mahasiswa mandiri yang telah lulus program dokter 

spesialis. 

(3) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima beasiswa 

dan/atau program bantuan biaya pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 

mahasiswa penerima beasiswa dan/ atau program 

bantuan biaya pendidikan yang telah lulus program 

dokter spesialis. 

Pasal 13 

(I) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis ditempa tka n pada: 

a. Rumah Sakit daerah terpencil , perbatasa n , cla n 

kepulaua n ; 

b . Ruma h Sak.it rujuka n regional; a ta u 

c. Runwh Sukit rujulrnn provins i. 

y1 111 g min di :-ic lu ruh wlluyuh lndonl'sin. 

(2) 1~11111 11 11 S11 ld t Me lm~~nl 111111 111 dlin11k:rnd pndn nynt ( l ) 

111r- 1 u p1du 111 11dllk Pr 111r l'l11t11h l'wmt 1111111 Pr mcrintah 

I lurnd 1, 

uran Perundana-undangan tentang Sumbor Dayfl Marwsia Kese/Jaliln - Ta/Jap II ~ 85 
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(3) 

-8-

Dalam hal kebutuhan dokter spesialis di Rumah Sakit 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi 
' 

peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis dapat ditempatkan 

pada Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat atau Rumah 

Sakit milik Pemerintah Daerah lainnya sesuai 

perencanaan kebutuhan. 

(4) Untuk tahap awal, penempatan peserta Wajib Kerja 

Dokter Spesialis diprioritaskan bagi lulusan pendidikan 

profesi program dokter spesialis obstetri dan ginekologi, 

spesialis anak, spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, 

dan spesialis anestesi dan terapi intensif. 

(5) Ketentuan mengenai jenis lulusan pendidikan profesi 

program dokter spesialis yang akan ditempatkan selain 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

Pasal 14 

(1) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis lulusan perguruan 

tinggi di luar negeri, yang menerima beasiswa dan/ atau 

program bantuan biaya pendidikan baik dari Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah, ditempatkan sesuai 

dengan kebutuhan setelah evaluasi kompetensi. 

(2) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 15 

(1) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima beasiswa 

dan/atau program bantuan biaya pendidikan dari 

Menteri atas usulan Pemerintah Daerah provinsi, 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau instansi 

pemerintah lain, wajib ditempatkan di Rumah Sakit milik 

unit kerja pengusul. 

(2) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima beasiswa 

dan/ atau program bantuan biaya pendidikan dari 

Pemerintah Pusat, ditempatkan oleh Menteri. 
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(3) Dalam hal beasiswa dan/ atau program bantuan biaya 

pendidikan diberikan oleh Pemerintah Daerah provinsi 

atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota, peserta Wajib 

Kerja Dokter Spesialis ditempatkan di Rumah Sakit milik 

Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota pemberi beasiswa dan/atau program 

bantuan biaya pendidikan. 

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 

dalam Peraturan Menteri. 

Pasal 16 

(1) Jangka waktu pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis 

bagi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri paling 

singkat selama 1 (satu) tahun. 

(2) Jangka waktu pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis 

bagi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima 

beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 17 

Menteri mengatur pergantian peserta Wajib Kerja Dokter 

Spesialis secara tertib dan tepat waktu untuk menjaga 

keberlangsungan pemberian pelayanan kesehatan sebelum 

Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota mampu mengadakan dokter spesialis secara 

mandiri. 

Pasal 18 

Masa penempatan dalam rangka Wajib Kerja Dokter Spesialis 

diperhitungkan sebagai masa kerja . 

Pasal 19 

Dalam rangka Wajib Kerja Dolder Spesialis , setiap peserta 

Wajib Kerja Dolder Spesialis waj ib: 
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a. melaksanakan Wajib Kerja Dokter Spesialis sesuaj 
dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; dan 

b. menyerahkan Surat Tanda Registrasi dan salinan Surat 
Tanda Registrasi dokter spesialis kepada Menteri. 

(1) 

Pasal 20 

Selain kewajiban sebagairnana dimaksud dalam Pasal 19 
' peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis berhak: 

a . mendapatkan Surat Izin Praktik yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; 

b. mendapatkan tunjangan; dan 
c. mendapatkan fasilitas tempat tinggal atau rumah 

dinas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan 
hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Tunjangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diberikan oleh Menteri kepada: 
a. peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri; dan 
b. peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima 

beasiswa dan/ atau program bantuan biaya 
pendidikan dari Pemerintah Pusat yang ditempatkan 
oleh Menteri. 

(3) Dalam hal peserta W ajib Kerja Dokter Spesialis penerima 
beasiswa dan/ atau program bantuan biaya pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
ditempatkan oleh Menteri di Rumah Sakit milik instansi 
pemerintah pengusul, diberikan tunjangan oleh instansi 
pemerintah pengusul. 

(4) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis program penerima 
beasiswa dan/ atau program bantuan biaya pendidikan 
dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah 
kabupaten /kota yang ditempatkan di Rumah Sakit milik 
Pcmcrintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah 
kahupatcn /kota pemberi beasiswa dan/atau program 
bantuan biaya pcndidikan, diberikan tunjangan oleh 
Pcmerintah Daerah. 

88 __J Kumpulan Peraturan Perundang-undangan tentang Sumber Daya Manusia Kes?hatan - TahBP 
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(5) Bagi pcscrta WE~jib l<crjo Doktcr Spcsla lis pcncrima 

beasiswa dan/a tuu pro~rnm buntuun hiaya pcn<lidika n 

dengan s tatus Pegawa i Ncgcri Sipil , sc laln mcmpcrolch 

hak sebagaimana dimaksud pada ayat (I), juga hcrha k 

mendapatkan gaji sesuai dengan ketcntua n pcratu ran 

perundang-undangan. 

(6) Bagi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri , selain 

mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) , 

dapat menerima insentif dari Pemerintah Daerah yang 

bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

(7) Ketentuan lebih lanjut rnengenai besaran tunjangan 

ditetapkan oleh Menteri setelah rnendapat persetujuan 

dari rnenteri yang rnenyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

Pasal 21 

(1) Dalam hal peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis 

rnelanggar kewajiban sebagaimana dirnaksud dalam 

Pasal 19, Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota 

dapat rnengenakan sanksi adrninistratif sesuai tugas dan 

kewenangannya rnasing-rnasing. 

(2) Sanksi administratif sebagairnana dirnaksud pada ayat 

(1) dapat berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; dan/atau 

c. pencabutan Surat Izin Praktik. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi 

administratif diatur dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 22 

Mcntcri, Gubernur, dan Bupati/Walikota bcrkoordinnsi 

rncngcnui pcluksanuon Wujib l<c rju Doktcr Spcsinlis. 

l1m111I 2:1 

(I) I )1 tl11rn rn11f1,l<11 111r. 11J 11111li1 t' fcl<I lvl tnti d11n t' t1s ic:nsl 

pt 11ydt111.mnr1111 n Wi\1 11> l(r rj11 Doktt r Spc•slnlis , da pa t 
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(2) 

(3) 

-12-

dibentuk komite. 

Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b . 
ers1fat 

adhoc dan bertanggung jawab kepada Menteri. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas fung · d 
· , Sl, an 

wewenang komite sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

diatur dalam Peraturan Menteri. 

Pasal 24 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan verifika.si 
' 

penempatan peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis, dan 

pergantian peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

BABV 

MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN 

Pasal 25 

(1) Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala 

dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan monitoring, 

evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis. 

(2) Dalam melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan 

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala 

dinas kesehatan kabupaten/kota dapat 

mengikutsertakan Konsil Kedokteran, organisasi profesi, 

dan asosiasi institusi pendidikan kedokteran. 

Pasal 26 

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 ayat (1) bertujuan: 

a . memantau pelaksanaan Wajib Kerja Dokter 

b. 

c. 

Spesialis; 

m engidentifikasi permasalahan yang 

Wajib Kerja Dokter Spesialis; dan 

terjadi terkait 

m emberikan umpan balik kepada institusi 

p endidika n clan kolegiu m. 

90 ~ 
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(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (1) diarahkan untuk: 

a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang 

dilakukan oleh dokter spesialis; dan 

b. melindungi pasien dan masyarakat atas tindakan 

yang dilakukan dokter spesialis. 

Pasal 27 

(1) Bupati/walikota dan gubernur melaporkan pelaksanaan 

Wajib Kerja Dokter Spesialis di wilayah kerjanya secara 

berjenjang kepada Menteri. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis secara 

nasional. 

BAB VI 

PENDANAAN 

Pasal 28 

Pendanaan 'penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter Spesialis 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 29 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: 

a . setiap mahasiswa program dokter spesialis yang sedang 

dalarn mas a pendidikan se belum diundangkannya 

Peraturan Presiden ini wajib mengikuti Wajib Kerja 

Dokter Spesialis dengan: 

1. membuat surat pernyataan akan mengikuti Wajib 

Kerja Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (1) pada akhir masa pendidikan; 

Kumpulan Peraturan Pewndang-undangan tenlang Sumber Daya Manusia Kese/Jalan - Tahap II L 91 
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2. melaksanakan Wajib Kerja Dokter Spesialis sesuai 

dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; dan 

3. menyerahkan Surat Tanda Registrasi dan salinan 

Surat Tanda Registrasi dokter spesialis kepada 

Menteri. 

b. setiap mahasiswa program dokter spesialis yang sedang 

menunggu kelulusan sebelum diundangkannya 

Peraturan Presiden ini wajib mengikuti Wajib Kerja 

Dokter Spesialis dengan: 

1. membuat surat pernyataan akan mengikuti Wajib 

Kerja Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (1) pada saat pengambilan sertifikat 

profesi dokter spesialis; 

2. melaksanakan Wajib Kerja Dokter Spesialis sesuai 

jangka waktu yang telah ditetapkan; dan 

3. menyerahkan Surat Tanda Registrasi dan salinan 

Surat Tanda Registrasi dokter spesialis kepada 

Menteri. 

c. setiap dokter spesialis yang telah lulus program dokter 

spesialis di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh 

Pemerintah Republik Indonesia sebelum diundangkannya 

Peraturan Presiden ini dapat mengikuti Wajib Kerja 

Dokter Spesialis secara sukarela. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

92 ~ K · h t 1 - Tahap II _./ umpu/an Peraturan Perundang-undangan tentang Sumber Daya Manus,a Kese a a, 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Januari 2017 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

JOKOWIDODO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 13 Januari 2017 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

YASONNA H. LAOLY 
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Kurnpufa 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 44 TAHUN 2015 

TENTANG 

PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/PENDIDIKAN 

DOKTER GIGI SPESIALIS 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa dalam rangka m emenuhi kebutuhan 

p elayanan k es ehatan spesialistik di seluruh wilayah 

Indonesia diperlukan percepatan ketersediaan 

dokter spesialis/ dokter gigi spesialis; 

b . bahwa salah satu upaya percepatan ketersediaan 

dokter spesialis/dokter gigi spesialis dilakukan 

melalui program pendidikan dokter spesialis / dokter 

gigi spesialis yang pembiayaannya ditanggung 

Pemerintah dalam bentuk bantuan pendidikan; 

c . bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 

Tahun 2013 tentang Program Bantuan Pendidikan 

Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, 

perlu penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan 

hukum; 

d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a , huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan 

tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter 

Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis; 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301) ; 

2 . Undang-Undang .. . 

n Peraturan Perund 
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2. 

3. 

4. 

5. 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

-2-

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentan Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RepubJ Indonesia Tahun 004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ; 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ; 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ; 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; 
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) ; 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 1.ndonesia Tahun 2005 Nomor 121 , Tambahan :.,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318); 

11 . Peraturan • · · 

K I 
h tan • TahaP // 
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3. Dinas I<csehatan Kab/Kota melakukan verilikasi terkait usulan 

clan kesiapan clari mmah sakit yang selanjutnya cliteruskan ke 

clinas kesehatan provinsi. 

4 . Dinas kesehatan provinsi melakukan verifikasi usulan clan 

kesiapan mmah sakit yang beracla di wilayahnya clan selanjutnya 

diteruskan kepada Menteri c.q Kepala Sadan. 

5. Dinas kesehatan provinsi clan organisasi profesi tingkat cabang 

bersama-sama melakukan visitasi untuk menilai kelaikan rumah 

sakit sebelum ditempatkan peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis . 

Laporan hasil penilaian diteruskan kepada Menteri c.q Kepala 

Sadan. 

6. Menteri menetapkan kebutuhan dokter spesialis secara nasional 

untuk memenuhi kebutuhan pelayanan berdasarkan hasil 

verifikasi. 

7. Institusi pendidikan wajib menyampaikan daftar nama mahasiswa 

yang akan lulus pendidikan profesi program dokter spesialis 

paling Iambat 6 (enam) bulan sebelum berakhimya masa 

pendidikan kepada Menteri c.q Kepala Sadan clan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan 

tinggi serta kolegium. Daftar nama mahasiswa dibedakan atas 

peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis lulusan pendidikan profesi 

program dokter spesialis mandiri clan peserta Wajib Kerja Dokter 

Spesialis lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis 

penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan. 

8 . Kolegium meneliti clan melakukan verifikasi data daftar nama 

mahasiswa yang akan lulus clan setelah sesuai kolegium 

mengirimkan kepada Menteri c.q Kepala Sadan terkait usulan 

calon peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri clan peserta 

Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima beasiswa dan/atau 

program bantuan biaya pendidikan. 

9 . Konsil Kedokteran Indonesia menerbitkan Surat Tanda Registrasi. 

10. Calon peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis melakukan registrasi 

ke dalam website Wajib Kerja Dokter Spesialis dengan 

melampirkan sertifikat profesi program clokter spesialis, Surat 

Tanda Registrasi, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor rekening 

bank, dan surat ke terangan sehat. 
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11 . Sadan yang bertanggung jawab di bidang pengembangan dan 

pcm berdayaan sumber daya manusia kesehatan bersama dengan 

Komite Penempatan Dokter Spesialis melakukan analisis terkait 

usulan daerah, keberadaan dokter spesialis di rumah sakit, 

prediksi kelulusan serta usulan calon peserta. 

12. Analisa data menjadi masukan dalam penentuan peserta dan 

lokus penempatan berdasarkan regionalisasi dan bila lokasi 

penempatan di daerah regionalisasi sudah terisi maka calon 

peserta dapat ditempatkan di daerah lain sesuai kebutuhan. 

13. Menteri c .q Kepala Badan menetapkan calon peserta Wajib Kerja 

Dokter Spesialis yang telah lulus penilaian administrasif dan 

kesehatan sebagai peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis. 

14. Pengumuman peserta beserta lokus penempatan dilakukan 

melalui website Wajib Kerja Dokter Spesialis. 

15. Menteri c.q pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan 

penempatan bagi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis. 

16. Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis setelah mendapatkan surat 

keputusan penempatan dan surat tugas dapat langsung 

berangkat ke lokasi dan melapor kepada dinas kesehatan 

kabupaten/kota lokasi rumah sakit tujuan penempatan berada. 

17. Dinas kesehatan kabupaten/kota menerbitkan surat izin praktik 

dan direktur rumah sakit tujuan penempatan menerbitkan Surat 

Pernyataan Melaksanakan Togas terhitung sejak peserta Wajib 

Kerja Dokter Spesialis bertugas di rumah sakit sebagai dasar 

pembayaran tunjangan. 

14a Kumpulan Peraturan Perundang-undangan tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan - Ta/Jap JI 
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Bagan Alur Mekanisme Penempatan Wajib Ke1ja Dokter Spesialis: 

1-· .. I i"'·-·I B El § EJ El GB 8 

IV. MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN BAGI PESERTA WAJIB 

KERJA DOKTER SPESIALJS 

A. Mekanisme pembayaran tunjangan bagi peserta Wajib Kerja 

Dokter Spesialis mandiri dan Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis 

penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan 

oleh Pemerintah Pusat yang ditempatkan oleh Menteri dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Biro Umum menerima berkas usulan pembayaran tunjangan 

peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis dari direktur rumah 

sakit tujuan penempatan berupa: 

a) fotokopi surat keputusan penempatan peserta Wajib 

Kerja Dokter Spesialis; 

b) Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas pescrta Wajib 

Kerja Dokter Spesialis dari direktur rumah sakit tujuan 

penempatan; 

c) daftar tunjangan peserta Wajib I<erja Dokter Spesialis 

clibuat per jenis spesialis clan unit di rumal1 sakit tujuan 

penempatan de ngan me ncantumkan nomor rekcning 

bank;dan 
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150 , 

d) rekapitulasi tunjangan Peserta Wajib Kerja Dokter 

Spesialis. 

2. Biro Umum melakukan penelaahan dan verifikasi terhadap 

berkas usulan pembayaran tunjangan Peserta Wajib Kerja 

Dokter Spesialis. 

3 . Setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan sesuai maka 

diajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 

4 . KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

tunjangan peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis (1-3 hari) 

berdasarkan Surat Keputusan kolektif sebagai dasar 

pembayaran melalui KPPN yang ditandatangani pejabat yang 

berwenang. 

5 . Dana ditransfer langsung melalui KPPN ke rekening peserta 

Wajib Kerja Dokter Spesialis. 

6 . Biro Umum dapat menunda/memberhentikan pembayaran 

tunjangan peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis apabila ada 

surat pemberitahuan dari direktur rum.ah sakit tujuan 

penempatan. 

Bagan alur mekanisme pembayaran tunjangan bagi peserta Wajib 

Kerja Dokter Spesialis mandiri dan peserta Wajib Kerja Dokter 

Spesialis penerima beasiswa dan/ atau program bantuan biaya 

pendidikan dari Pemerintah Pusat yang ditempatkan oleh Menteri 

. PUS:ltENGUN DIAflCl'UI RSUO AOUM ICPPN 

SP2l> 

MAKES 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

G 
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JJaga n alur mckanlsmc pcncata.tan dan pclaporan pcnyclcnggaraan 

Wrijih Kcr:/fJ Dokl:cr Spcsiali :; 

I ~~--- I I ~--IYA- 1 B 

MENTERIKESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

NILA FARID MOELOEK 
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Contoh Surat Pernyataan 

SURAT PERNYATMN 
CALON PESERTA WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS 

Yang bertandatangan di bawah ini, saya calon peserta Wajib Kerja Dokter 
Spesialis: 
Nama 
Tempat/ Tanggal Lahir 

No KTP/ NIK 
Alamat 
Telepon 
Status Kepegawaian 

Asal Perguruan Tinggi 

Status Kepesertaan 
PPDS 

Bidang Keilmuan 

PNS/ CPNS/ NON PNS * 

1. Mandiri 
2. Penerima Beasiswa dan/atau Program Bantuan 

Biaya Pendidikan Kementerian Kesehatan 
3. Penerima Beasiswa dan/atau Program Bantuan 

Biaya Pendidikan Pemerintah Lainnya (di luar 
Kementerian Kesehatan) 

4. Penerima Beasiswa dan/ atau Program Bantuan 
Biaya Pendidikan Non Pemerintah 

5. Penerima Beasiswa LPDP 
6 . Lainnya ** 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya: 
1. Bersedia mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis setelah lulus pendidikan 

sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; 
2. Bersedia menyerahkan Surat Tanda Registrasi (STR) Peserta Wajib Kerja 

Dokter Spesialis k_epada Menteri Kesehatan selama menjalankan Wajib 

Kerja Dokter Spesialis; 
3. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Repubik 

Indonesia; 
4 . Selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
5. Selalu mengabdi untuk kepentingan bangsa Indonesia; 
6 . Bersedia dikenai sanksi apabila melanggar ketentuan yang ditetapkan; 

7 . Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai dokumen asli serta 
bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku apabila dokumen 

tersebut tidak sah. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di atas kertas 

bermeterai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun untuk 
digunakan sebagaimana mestinya. 

•J Core t yang tidak perlu 
") Lingkari salah satu 
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Form I 
l<'onn Laporan Individu 

Nama Peserta Wajib 
Kerja 
Profesi 
Lokasi WKS 
RS 

I<ab/ Kota 
Provinsi 

JENIS 
KEGIATAN 

NO 

A. Pelayanan 

1 
2 
3 
4 

dst 
B .Pembelajaran 1 

2 
dst 

C. Pengabdian 
1 

Masyarakat 
2 

dst 
D. Publikasi 

1 
Ilmiah 

2 
dst 

E.Pengembangan 
llmu 

1 

2 

-37-

LAPORAN I<EGIJ\TAN PROFESI 
Triwulan ke- 1 

TANGGAL TOPIK KEGIATAN 

Kode I<asus 
Penatalaksanaan 

(Diagnosa) 

Mengetahui, 

2017, No.226 

KETERANGAN 

Ketua l<omlte Medi.k Rumah 
Sakit ..... ...... . .. .. .. . .. . . 
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~Y~, ~ c\'!' ~ ::.. ~ -\~ R\ ~ 1'!' '!',l\ ' ,'...\ ;\ 1''~~ ;.)l'f:.\ ):\~ \\'.c\.,.\ri~ 1-.'!l'l."l >.. 1')-:~'1~1' 
~~\)~ 

~ " 
,lS!~.:.= 
~~:n~s:~:::::o~"1~'! 
.~)~:m~: ~~~~': 

~ -"£\1' ;;.s-w-M,N".);\N 
~'-"-----

_:;~--=,--, :,e-.=, :::i=' .:,1-""SSil?~:J "'.I\'~ ~"ja Doh-= ~s sebagai Doh.'ter 
~ __ ses-=i ~~ se== ~cllLiran per.mdang-pe:rundangan. 
s----:=- se=1- •s=n :::i::5 a:-:-~= swags} Lapruan Rumah SakiL sang digunakan 
- " ?=?-=V-c;;'"'"::b~Do:aer Spesialis.. 
~-?= :::t=·r-p-, }JO.I. ~ .s""' =~lr Laporan Individuai :yang ~= ~},:---,,:, ...c:ii I ,'ta::) are-} 

----·-----, ·-·---... ... . ... --...... ... ...... .. . 
J aootan 

(Nama) 

Y.JJmpu/:Jn Phr&limin P1:Jrunciany-undimgan lenlang Sumber Daya Manusia Kesehatan - TahaP 11 
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~IH 

F 'Ot Ill ) 

F'n.-m11ll1· L11pom 1111111<11 l<~Rl11t1111 w ,,llh l<e1:ln Dokter Spe11lo lh, 

1, 0 1' HI 11, AT IW MAII ~Al{ IT '1'11,JUAN PRNEMPATAN WAJIA l<ERJA DOJ<TER 

sr1;;s1Aus 

SUBAT l<ViT8RANOAN 
No ..... 

Yang h crt11111l11tn11gon di hawah inl : 

Nama 
Jal.Jatan 
NamA. R11mah Saklt 
Alamat R11mah Saklt 

SELAI<U ATASAN LANGSUNG 

Dengan ini menerangkan bahwa : 

Nama 
Aiamat 

Adalah bcnar melaksanakan Wajib I<erja Dokter Spesialis sebagai Dokter 

Spcsialis ...... sesua.i dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. 

Surat ket.crangan ini dibuat sebagai Laporan Rumah Sakit yang digunakan 

untuk pcncmpa tan Wajib Kerja Dokter Spesialis. 

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir Laporan Individual yang 

bersangkutan selama triwulan ke- 1 

Jabatan 

(Noma) 

· h t - TahBP JI 
Kumpulan Peraturan Perr111dang-undangn11 tentang S11mber Daya Manus/a Kese a an 

DITJE
N	N

AKES



DITJE
N	N

AKES


	22.1 KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2017
	22.2 KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2017
	22.3 KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2017
	22.4 KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2017
	22.7 KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2017


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }



